
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO 

NOMOR & TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

:a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang 

1 1s 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan 

dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu 

dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2019: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569), 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688):



10. 

lela 

te pe 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568), 
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1, 

13. 

14. 

LB, 

16. 

17. 

18. 

19. 

20, 

Al. 

A3 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
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22. 

23 

24. 

29. 

26. 

27. 

28. 

Ae 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
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29, 

30. 

31. 

3. 

33. 

ha 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 701), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3): 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2018 Nomor 07). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 

Menetapkan 

dan 

GUBERNUR GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO 

TAHUN ANGGARAN 2019 
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Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.955.666.594.256,06 

bertambah sejumlah Rp64.465.326.283,44 sehingga menjadi 

Rp2.020.131.920.539,50 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan: 

  

  

1. Semula Rp. 1.955.666.594.256,06 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.343.881.195,95 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan Rp. 1.959.010.475.452,01 

b. Belanja: 

1. Semula Rp.1.955.666.594.256,06 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 64.465.326.283,44 

Jumlah Belanja setelah 

  

Perubahan Rp.2.020.131.920.539,50 

Surplus/ (Defisit 

Setelah Perubahan) Rp. (61.121.445.087,49) 

c. Pembiayaan: 

1. Penerimaan 

a) Semula Rp. 0,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 61.121.445.087,49 

Jumlah Penerimaan 

  

  

setelah perubahan Rp.61.121.445.087,49 

2. Pengeluaran 

a) Semula Rp. 0,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran 

setelah perubahan Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah 

perubahan Rp. 61.121.445.087,49 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Setelah perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari: 

KARO 
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Ae 

a. Pendapatan asli daerah: 

1. Semula Rp. 411.531.175.256,06 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 10.782.634.495,95 

Jumlah pendapatan asli daerah 

setelah Perubahan Rp. 422.313.809.752,01 

b. Dana perimbangan: 

1. Semula Rp. 1.531.631.089.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (7.438.753.300,00) 

Jumlah dana perimbangan setelah 

Perubahan Rp.1.524.192.335.700,00 

c. Lain — lain pendapatan daerah yang sah: 

1. Semula Rp. 12.504.330.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 

setelah Perubahan Rp. 12.504.330.000,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah: 

  

1. Semula Rp.357.224.194.341,74 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah 

Perubahan Rp.357.224.194.341,74 

b. Retribusi Daerah: 

1. Semula Rp. 13.000.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.904.194.000,00 

Jumlah retribusi daerah setelah 

Perubahan Rp. 21.904.194.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan: 

1. Semula Rp. 2.601.463.647,05 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.078.440.495,95 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 

daerah setelah Perubahan Rp5.679.904.143,00 

d. Lain — lain pendapatan asli daerah yang sah: 

1. Semula Rp.39.705.517.267,27 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.(1.200.000.000,00) 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah 

perubahan Rp. 37 305.517.207,41 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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TAN 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil: 

1. Semula Rp.32.600.171.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (7.438.753.300,00) 

Jumlah dana bagi hasil setelah 

  

Perubahan Rp. 25.161.417.700,00 

b. Dana alokasi umum: 

1. Semula Rp.1.043.126.752.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah dana alokasi umum setelah 

Perubahan Rp. 1.043.126.752.000,00 

c. Dana alokasi khusus fisik: 

1. Semula Rp.110.219.947.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
  

Jumlah dana alokasi khusus 

fisik setelah Perubahan Rp. 110.219.947.000,00 

d. Dana alokasi khusus non fisik: 

1. Semula Rp.345.684.219.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah dana alokasi khusus 

non fisik setelah Perubahan Rp. 345.684.219.000,00 

(4) Lain — lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c adalah: 

a. Pendapatan Hibah 

  

  

1. Semula Rp.2.215.556.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah dana pendapatan hibah setelah 

Perubahan Rp. 2.215.556.000,00 

b. Dana Penyesuaian (DID): 

1. Semula Rp.10.288.774.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Dana Penyesuaian (DID) setelah 

Perubahan Rp. 10.288.774.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Semula Rp.1.0065,239,732, 119,11 

2. Bertambah Rp. 32.852.376.861,44 

 



Aga 

Jumlah belanja tidak langsung setelah 

Perubahan Rp1.039.092.108.980,55 

b. Belanja Langsung 

1. Semula Rp.949.426.862.136,95 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 31.612.949.422,00 

Jumlah Belanja langsung setelah 

Perubahan Rp.981.039,811,558,95 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah: 

1. Semula Rp.598.156.950.206,24 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.480.147.471,44 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 

Perubahan Rp. 620.637.097.677,68 

b.Belanja Hibah: 

1. Semula Rp.197.627.789.250,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.199.418.859,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah 

Perubahan Rp. 208.827.208.109,00 

c. Belanja Bantuan Sosial: 

1. Semula Rp. 33.703.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.900.000.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 

Perubahan Rp. 40.603.000.000,00 

d. Belanja Bagi Hasil: 

1. Semula Rp.169.784.195.013,87 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.153.620.500,00) 

Jumlah Belanja Bagi Hasil 

  

setelah Perubahan Rp. 164.630.574.513,87 

e. Belanja Bantuan Keuangan: 

1. Semula Rp. 1.967.797.649,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 67.168.031,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 

setelah Perubahan Rp. 2.034.965.680,00 

f. Belanja Tidak Terduga: 

1. Semula Rp.5.000.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.(2.640.737.000,00) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 
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Perubahan Rp. 2.359.263.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai: 

1. Semula Rp.98.499.104.310,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.17.667.719.236,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 

  

Perubahan Rp. 116.166.823.546,00 

b. Belanja Barang dan Jasa: 

1. Semula Rp.546.768.724.243,95 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.032.286.322,00 

Jumlah Belanja Barang dan 

Jasa setelah Perubahan Rp. 556.801.010.565,95 

c. Belanja Modal: 

1. Semula Rp.304.159.033.583,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.912.943.864,00 

Jumlah Belanja Modal setelah 

Perubahan Rp.308.071.977.447,00 

  

  

Pasal 4 

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari : 

a. Penerimaan: 

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.61.121.445.087,49 

Jumlah Penerimaan 

setelah Perubahan Rp. 61.121.445.087,49 

  

b. Pengeluaran: 

  

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran 

setelah Perubahan Rp. 0,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pembiayaan : 

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya: 
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1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.61.121.445.087,49 

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya 

  

  

  

setelah Perubahan Rp. 61.121.445.087,49 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah 

Perubahan Rp. 0,00 

c. Penerimaan pinjaman daerah: 

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah 

Perubahan Rp. 0.00 
  

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan: 

  

  

  

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pembentukan dana cadangan 

setelah Perubahan Rp. 0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah: 

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 5 

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 

2019, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi 

anggaran yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2019. 
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Pasal 6 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sekurang- 

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, 

b. tidak diharapkan, terjadi secara berulang, 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 7 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD, 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, 

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, 

Program dan Kegiatan, 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan, 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah, 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan 

pengurangan Aset Tetap Daerah, 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap lain-lain: 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

Irit: 

  

Pn KABAN ASISTEN Meja WAGUB 
/ 

  

          TEA IK      



12. Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah, 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 8 

(1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan. 

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan 

anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya 

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam 

Perubahan APBD 2019, yang selanjutnya disampaikan dalam 

realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan 

Daerah Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Goronta 

     CL SLI HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 22 A:'st''s2019 

Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

—— lm 
SYUKRI J.BOTUTIHE 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .£5 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (9/205/2019)


